
WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPrS. xS /HK/rX/201s

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BATAM,

: bahwa dalam rangka mendukung percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tatakelola Penerintah yang profesionat, Ue.integritas, Jan
:eninqka tkan^pclal a na n publik scrra berdasirkan NotaL,lnas oarl Sckrctar,s Daerarh Kota Bara6 16*oa
03/ ND/ Organisasl/Ixl2Of9 tanggal 6 September 2019,maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ten.tang
Pembentukan Kabupaten pelalawal, Kabupatei
Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hilir, Kabupalen Siak.
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, KabuDaten
Kuantan Singingi dan Kora BaLam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor iSf.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
tcrakhir dcngan Undanq.Undang Nomor 34 lahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tcntans pembentukan
Kabupaten Pelalawarr. Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak. Kabupaten
Kadmun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Ku;nhn
Singingi dan Kora Batam {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambaian
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4gg0);

2. Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2Ol4 tentans
Pemerinrah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaiman telah diubah bcberapa kali rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tcntang
Perubahan Kedua Atas Undang,Undang Nomo. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (l_enlbararl
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonor 5679);

3. Peraturan Presidcn Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 201O-2025:



4. P€raturan Menteri Negara pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun2Ol3 Ienlang pcdoman pcnr.usunan Road MapReformasi Birokrasi pemcrinrah Ou".ufr--1e.ri5
Negara Republik Indonesia Tahun zo rs l,tomor i!i-81

l:ir,TT Menreri. pendalagunaan Apararur Negaraoan Retormasr Birokrosi Nomor l1 Tahun 2-OI5
tcntanq-.Road Map Reformrsi Birokrasi 20l5_2019
lrjenra r\cgara Rcpublik lndonesia Tahun 20 lS Nomor
985):

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Tim Reformasi Birokrasi pemerintah Kota Batam.

P-y:r1"" Tim sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
terdiri:

1. tim pengarah;

2. tim pelaksana; dan

3. kelompok kerja.

Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum
KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

l. memberikan arahan atas pengelolaan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam ke Tim
pelaksana; dan

2. menetapkan rancangan/ rumusan kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di pemerintah Kota
Batam.

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum
KmIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KETUA:

c.

a.

b.

memimpin dal mengkoordinasikan dalam
perumus€rn kebijakan Refor-masi Birokrasi
Pemerintah Kota Batam;

membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Batam

menetapkan rencana ker.ja Tim
Birokrasi Pemerintah Kota Batam;

Reformasi

menetapkan pembcntukan Kelompok kerja;

memantau dan mengendalikan perkembangar.r dan
kemajuan pelaksaraan tugas Tim Reformasi
Birokrasi Pemcrintah Kota Batam: dan

f. menyampaikan laporan peiaksanaan tugas
Reformasi Birokrasi.

d.

e.

Tin.r



KEENAM

a.

b.

membantu Ketua dalam memlmpln danmengkoordinasikan pelaksanaan rugas ,frm
KeLormasl Birokrasi pemerintah Kota Batam; dan
melaksanakan tugas lain yang diserahkan olehKetua.

5:,:lq"U kerja .scbagaimana dimaksud pada dikrum
^E/r 

r\rA rerqrt darl dan masin
tugas sebagai berikut: 

g-masrngnya mempunyai

2. SEKRETARIS:

1. Kelompok Ke.ja penguatan Organisasi mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan
Reformasi Birokrasi

b. menyusun Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;

c. memantau penerapan Agen perubahan; dan
d. melakukan evaluasi perangkat Daerah yang lepat

lungsr dan Lepat ukuran.

men]'ttsun rencana kerja
sesuai dengan bidangnya;

2. Kelompok Kerja penguatan Akuntabilitas
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dal menyusun
Reformasi Birokrasi sesuai dengan

Ki nerj a

rencana kerja
bidangnya;

perencanaan,kebijakan
penganggaran dan pelaporan kinerja;

c. sinkronisasi RPJMD (Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah) dan rencana strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. sinkronisasi penj.usunan Indikator Kinerja Utama
Daerah dan Perangkat Daerah; dan

e.sinkronisasi penlrusunan perjaljian kinerja
pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengau,as;
dan

f. penyusunan capaian kinerja per tiirr ulan.

3. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan
mempunyai tugas sebagai-berikut :

a. merumuskan dan menjrusun rencana kerja
Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;

b. pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani;

c. pengendalian gratifikasi;

d. penanganan benturan kepenLingan;

e. pelaksanaan SPIP {Sistem Pengendalian Inrern
Pemerintah);

f. peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Penga$asan
rIL!' 'r , rrrrLrrrrLarrr, v4rl

b. penyelarasan



g. melakukan evaluasi capaial penerapa! reformasi
birokrasi per triwulan.

4. Kelompok kcqa Penguatan Ta@laksana mempunl/al
tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menyusun

Reformasi Birokrasi sesuai dengan
b. penlrusunan peta proses bisnis;
c. implementasi dan evaluasi SOp

Operasional Prosedur) ;

rencala kerja
bidangnya;

{Standar

d. pengembangan dan penguatan sistem pemerinta:1
berbasis elektronik;

e. penyempurnaan dan penguatan sistem pecgaduan
secara elektronik; dan

f- penanganal pengaduan masyarakat.

5. Kelompok Kerja Penguatan SDM mempunyai tugas
sebagai berikut :

a,

b.

merumuskan dan menJrusun rencala keria
Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya:
menciptakan SDM aparatur berintegiitas, netral,
kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja
tinggi;

c. pellmusalr dan penerapan sistem penghargaan
dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;

d. penlrusunan standar kompetensi jabatan jtruktural
dan fungsional;

e- penegakan aturan disiplin kepegawaian; dan
f. pengembangan sistem informasi kepegawaian.

6. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang -
Undangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan men)rusun rencana kerja
Relormasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;

b. meningkatkan regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif;

c. pengkajian dan penilaiar secara hrkala terhadap
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
yang tidak bertentangan dengan peraturan ]'ang
lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusiLaan:
dan

d. membangrm dan mengembangkan
pengendalian produk hukum daerah.

srstem

7. Kelompok Kerja Peningkatan Pela!'anan Publik
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan menyusun rencala kerja
Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnn-'a;

b. memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan
masyarakat;



c.

d.

e.

I

pelaksanaan standar pelayanan publik;
pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
m€mbangun_ dan mengembangkan pemanfaaLan
reKnotogr datam pelayanan publik.

c.keberpihakan penyelenggaraan pemerintah
melayari masyarakat;

d. membangun birokrasi
harapan dan kebutuhan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Q September 2O19

WALIKOIA BATAM,

8. Kelompok Kerja Penguatan pola pikir (Mind Set) dan
Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. merumuskal dan menjrusun rencana keria
Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;

b. pembangunan per-aturan sebagai perlindungar
bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, furigsi
dan kewenangannya sesuai dengan ketentuin
peraturan perundalg _ undangan;

yang mampu menjawab
masyaraka! dan

KETUJUH

KEDELAPAN :

KESEMBILAN :

e. percepatan penerapan nilai unggul budaya kerja
untuk menegakkan integritas.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam
melal<sanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung
jawab kepada Walikota.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan
Walikola Batam Nomor KPTS.igO /HK/V/2Ot7 tentajtg
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pemerintah Koti
Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MAD RUDI



LAMPIMN : KEPUTUSAN wALIKol)c, BATAM
NOMOR : KPIS,2SB /HK/IXI2o19
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BA'TAM

NO I JABATAN

PENGARAH

-

I Walikota Batam

Wakil Walikota Batarn

Sekretaris Daerah

StaJ Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum *rn Bolitik
Staf Ahli Bidang Ekonomi. Keuansan .trn pcmh,no

JABATAN
DALAM TIM

I
3

TIM

1.
Ketua

2.
Wakil Ketua

3.
Sekretaris

4.
Anggota

5.
Anggota

6. dan Sumber Daya

Asisten Pemeainta-han dan KeseiahJe..F

Slaf Ahti Bidalg Kemasyaralaran
vlanusla

R

Aoggota

7.
ArIggota

8. Asisten Perekonomian dar pembangrnen Anggota
9. ASlSten Administrasi Umum furgeota

TIM

l.
'ELAKSANA

Sekretaris Daerah Ketua
2. alaK sasl Sekretal'is

KELCll MPOK KERJA

4.l9mp.-\ Xqjg Jg4gfelqll Organisasr

1. Asisten Admiflistrasi Umum

I&p€la Bagian Organisasi Setdalo Batarn

Koordinato{

Anggota2.

3. Kasubb Kelem darr Aniab
4. Kasubbag. Ketatalaksanaan

Kasubbag. Pengembaltgan Kineq'a5.

II Kelompok Kerja Penguata,n Akuntabilitas
Inspektur Daerai Koordinator1.

2. Kepala Badan Peqgelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. darlKepala Badan Pelencanaan, penelitian

PenqembaJrgan Daerah
Anggota

4. Inspektur Pembantu I

5. Inspektur Pembantu II

Inspektur P-emba-ntu III -
Inspektur Pembantu IV

f '1lggq!a-

i -AnKlota-_6.

7.

8.
i

Kepala Bidalg Penelitiar, Pengembangan. perencajraan
Program, Evaluasi dai Pelaporan Badan perencanaan
dan Penelitian Pengembarqan Pembansunan Daerah

Anggora

9. Kepala Sub Bidang
Evaluasi Badal
Pengembangan Pem

Pendataan, Pelapora]1 Program dan
Percncanaan dal Penclitian

)anzunar Daerah

Anggota



10. fgnaf puU -Bagian 
perencanaan dan pctaporan Badanrengetotaan Keuangan dan Asel Dacrai

Il-"*9"C Pcngembargar Kincda Bagjan OrganjsasiJeroako tttatam

Kelompok Keia penguatan pengawasan

Inspektur Daera}r

IhanaL-i'." D-*L^-r,- r

T'anpLh'- D--L^-r,- 6'ji:E::i_:t__:_: tr:sa t! 9_-
Inspektur Pembantu 3

lnspektur Pembantu 4

,'\nggota

11.
Anggota

Koordinator

I

1.

2.

3.
Anggota

4.

5.
Angecta

IV. Kelompok Kerja Penslratan Tatalaksan^
1. Asisten Administrasi Umum Koordinator
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kcarsinrn Anggota
3. Kepala Dinas Ko+unikasi dan I!_formatika

Kepa.la Baqian Humas

Kepefa Bidang Penyelenggaiaan E Coverment Dinas
Komunikasi dan Informastika

Kepala Sub Bagialr Ketata_lal<sanaan
Serdako Balam

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan
Humas Setdalo Bataa

Bagia! Orgailisasi

Informasi Bagial

Anggota
+. Ansgota
5. Anggota

6. Anggota

7. Anggota

V

l.
Kelompok Kela Penguatai SDM Apar.atur

Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber
D3)e lq!I'r!l,
Kepala Bidang Pengadaan, pembe.hentian, Informasi
da-n Evaluasi Badan Kepegawaian dan pengembangai
Sumber Daya Manusia

Koordinator

Anggora2.

3. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan promosi Badar
Kepegawaian DaJI Pengembaigan Sumber Daya Marlusia

Anggota

Kepala Bidang Pembinaan, Penitaian Kineria
Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian

dan
dan

Pengemb Sumber Malusia

Anggota

5. Kepala Bidang
Kepegawaial dan

Pengembangal Apa:ratur Badan
Pengembangan Sumber Dava Manusra

Anggota

6. Kepala Sub Bagian
lQlggnisasi

Keiembagaan da-n Anjab Bagian Angtota

7. Kepala Sub Bidang Pengembanga.n Kompetensi Badai
Kepegawaian dal Pengembargaa Sumber Daya Manusia

Anggota

V] Kelom Kerja Penzuatan Peraturan Perundan Un

1. an Hukum Setdal<o Batarn Koordinator
2. Kepala Sub Bagian

Basian Hukum
Peraturan Perundang - Undangai .{nggota

3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Bagian,
Hukum

Anggola

Kepala Sub Bagian Jaringarl Dol,r]mentasi Dan i

Informasi Hukum Bagian Hukum
Anggota



Kepala Dinas Penanamarr Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu

a-la Dinas endudqkan dan Pencatatan Si
Direldur Rumah Sakit Umum Daerah
Kepala,Badan Kepegawaiaa dan pengembangai Sumber
Daya Malusia

Pelayanan Pendaltaran penduduk
dan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan pencaratan Sipil Dinas
dudukan dan Pencatatan SiDi

Kepa-la Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan pencatatan

Kepala Bidarg Pemalfaatan Data dan Inovasi pelayanan
Diras Kependudukan dan pencatatan SiDil

Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Dinas
Penanaman Modal dai an Terpadu Satu Pintu
Kepala Bidang Pengawasaa, pengendalian dan
Pengaduan Penarraman Moda_l dan Ferizinan Dinas
Penanaman Modal dan pelavalan Satu Pintu
Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial Dinas
Penanaman Moda.l dan pelayaJtan Terpq4r Sq1lr_pirltrr ,
Kepala Bidalg Perizinan
Hidup Dinas Penanaman
Satu Pintu

Pembangunan dan Lingkungari
Modal dan Pelayarran Terpadu

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bid lan Rumah Sakit Umum Daerah I Anstgota

.l
I

Kepala Bidang
Daeralr

Pelayanan Medik Rumah sakit Umum Anggota

AnggotaKepala Sub Bagian Kctatalalsanaan Bagian Organisasil
Setdako Batarq -_ ,
Kelompok Kerja Penguaran Pola pikir (Miad Sel) dan Budaya Kerja (Cu&ure
Sell Apa-ratur

Kepala Badan Kepegawaian da.n Pengembangal Sumber I Koordinator
Daya Manusia

Sekietaiis Inspektorat Daerah

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi

ian Humas Setdako Batam

Bidang Kcuangan Rumah Sakit Umum Dacrah

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi
Setdako Batam

Anggota

WALIKOTA BATA\{

\lAD RUDI


